
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1459, 2016 KEMENRISTEK-DIKTI. Pelayanan Publik. 

 

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 59 TAHUN 2016 

TENTANG 

PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN 

PENDIDIKAN TINGGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 

pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan 

dan kepuasan penerima layanan; 

  b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

diperlukan pengaturan unit kerja yang 

menyelenggarakan  pelayanan publik di Kementerian 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 

Indonsia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);    

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang 

Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi 

Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang 

Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4666); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5039); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 5500); 

10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 14); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170); 

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 889); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN 

PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN 

TINGGI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

2. Unit Layanan Publik adalah unit kerja di Kementerian 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang sebagian 

atau seluruh tugas dan fungsinya melaksanakan 

kegiatan Pelayanan Publik. 

3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara 

maupun penduduk sebagai orang perseorangan, 

kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan 

sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik di 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

4. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Publik dan 

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban 

dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam 

rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur. 

5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang 

berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang 

terdapat dalam Standar Pelayanan. 

6. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi. 

7. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi. 
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BAB II 

ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan: 

a. kepentingan umum; 

b. kepastian hukum; 

c. kesamaan hak; 

d. keseimbangan hak dan kewajiban; 

e. keprofesionalan; 

f. parsitipatif; 

g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 

h. keterbukaan; 

i. akuntabilitas; 

j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

k. ketepatan waktu; dan 

l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

 

Pasal 3 

Prinsip Pelayanan Publik: 

a. sederhana; 

b. kejelasan; 

c. kepastian waktu; 

d. akurasi; 

e. keamanan, proses dan produk pelayanan publik; 

f. tanggung jawab; 

g. kelengkapan sarana dan prasarana; 

h. kemudahan akses; 

i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; dan 

j. kenyamanan. 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. jenis dan unit pelaksana Pelayanan Publik; 

b. Penyelenggara Pelayanan Publik; 

c. hak dan kewajiban; 

d. standar pelayanan dan indeks kepuasan pelayanan; 
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